WALIKOTA BX’f‘mAM PROPINSI
KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Menimbang :

KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

b.

WALIKOTA BATAM,

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah diberikan tunjangan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan  Retribusi Daerah yang
menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dapat diberikan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dalam hal belum diberlakukan ketentuan
mengenai remunerasi dalam rangka peningkatan
kinerja;

bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kota
Batam Nomor 28/BPKAD-BEND/I/2018 tanggal 12
Januari 2018 Perihal Permohonan Penjelasan
Terhadap Pemberian Remunerasi dan Tunjangan
Kinerja CPNS serta surat Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi
Kepulauan Riau Nomor S-360/PW28/3/2018 tanggal
9 Mei 2018 Perihal Tanggapan Atas Pemberian
Remunerasi yang menyatakan bahwa kepada Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberikan
tambahan penghasilan dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Daerah;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
disebutkan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam.



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181 Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan



Menetapkan :

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang perubahan Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerabh;

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor
100).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA  TENTANG TUNJANGAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA
BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

SR I o

Daerah adalah Kota Batam.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
Kepala Daerah adalah Walikota Batam.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Batam.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

BAB II

TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN

(1)

(2)

(3)

WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena
tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah diberikan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

Besarnya Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah dengan
memperhatikan hasil validasi nilai jabatan dan kelas
jabatan Sekretaris Daerah Kota Batam dan
ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibayarkan setiap bulan.



Pasal 3

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak diberikan

insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB IV PENGANGGARAN DAN
PENGELUARAN

Pasal 4

Penganggaran pemberian tunjangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD pada

Sekretariat Daerah Kota Batam.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku terhitung sejak

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 Mei 2018

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI
Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 618
Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum
DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009






